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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kontribusi pajak  daerah  terhadap PAD dari tahun 2009-2011 yaitu 

tahun 2009 sebesar  32,60%, tahun 2010 sebesar 32,63%, dan meningkat pada 

tahun 2011 menjadi sebesar 47,26%. Sedangkan Kontribusi retribusi daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 lebih besar dari kontribusi 

pajak daerah yaiu sebesar 36,08% dan pada tahun 2010-2011 kontribusi 

retribusi daerah lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah yaitu 

masing-masing sebesar 25,20% pada tahun 2010 dan sebesar  23,59% pada 

tahun 2011. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap 

PAD pada tahun 2009-2011 lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak 

daerah yaitu pada tahun 2009 sebesar 11,76%, tahun 2010 sebesar 14,66%, 

dan tahun 2011 sebesar 17,06%. Kontribusi lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah tahun 2009-2011 juga lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi 

pajak daerah yaitu pada tahun 2009 sebesar 19,55%, tahun 2010 sebesar 

27,52%, dan pada tahun 2011 sebesar 12,09%. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kontribusi pajak daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah : 

1. Faktor pendukung antara lain seperti ;  

a. Organisasi dan manajemen 

Untuk mewujudkan system pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) 

yang baik, perlu diterapkan prinsip-prinsip tertentu sebagai sarana 

guna menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya tujuan 

organisasi secara keseluruhan baik bagi operator pemerintah maupun 

masyarakat. 

b. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimaksud penuis di sini menyangkut 

perangkat keras, misalnya peralatan perkantoran yang meliputi alat 

telekomunikasi dan transportasi, meja, dan sebagainya.  Untuk 

mencapai tuntutan kepraktisan pemerintah daerah menyesuaikannya 

dengan kemampuan personil dalam menggunakannya.  

c. Intensifikasi dan ekstensifikasi. 

2. Faktor penghambat antara lain seperti partisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak, pendataan dan pengawasan objek pajak, dan kualitas 

personil yang kurang memadai.   
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6.2 Saran 

 Agar penerimaan dari sektor pajak daerah dapat memberikan kontribusi 

yang lebih besar terhadap PAD, maka dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD mencakup staff yang harus 

mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah, 

dan anjuran dari atasan/pimpinan.  

2. Menyesuaikan / memperbaiki aspek kelembagaan / organisasi pengelola 

pendapatan asli daerah ( DPPKAD ), termasuk perangkatnya sesuai dengan 

kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara 

optimal system dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah. 

3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. 

4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian seperti : 

a. Pengawasan dan pengendalian yuridis 

b. Pengawasan dan pengendalian teknis 

c. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan 

5. Melakukan perluasan dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah.  
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